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BAB I 
PENGANTAR 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai Hukum yang demokratis berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945,1 menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan mewujudkan keadilan sosial.2  

Dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia 
1945, dinyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
setiap lima tahun sekali, diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian 

                                                 
1 Padmo Wahjono, Negara Indonesia Berdasarkan Atas 

Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 7-32; lihat pula 
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina 
Ilmu Surabaya, 1987, hlm 83, 90 dan 208; bandingkan juga dengan 
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan 
Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hlm 11-15 dan 
hlm 147-153 ; 

2 Lihat Alenia ke IV, Pembukaan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
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Pasal 22E ayat (6) menjelaskan bahwa Ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.  

Pada tataran implementasinya, penyelengaraan 
pemilihan umum khususnya pemilihan Kepala Daerah 
yang diatur oleh undang-undang dalam sistem3 
ketatanegaraan Indonesia4, selalu berubah. Undang-
Undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur 
pemilihan kepala daerah, sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 yang pertama kali Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1945 dikenal dengan Komite Nasional 
Daerah, sampai dengan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999, dan 
berikutnya Undang-undang tentang Pemerintahan 
Daerah No. 32 tahun 2004, yang diperbaharuhi dengan 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 12 
Tahun 2008. Setelah perubahan UUD 1945, baik 
sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, undang-
undang tentang pemerintahan daerah ini selalu berubah-
ubah, baik sebelum maupun setelah perubahan Undang-
Undang Dasar 1945.  

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
sebelum perubahan UUD 1945, diatur oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan 
Daerah, Undang-Undang ini belum mengatur mengenai 
Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya berturut-turut 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang 

                                                 
3 Carl J. Friedrich, Dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim, 1980, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN – UI, 

Jakarta hlm 160 : Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari 

beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara 
bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, 
sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-
bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan 
baik akan mempengerahui keseluruhannya. 

4 Wirjono Prodjodikoro, mengatakan apabila kita membahas 
norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subyek 
hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau 
bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang 
berwujud negara atau bagian dari negara. Wirjono Prodjodikoro, Asas-
Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta Dian Rakyat 1989 
Hlm 2 
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berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 
Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintahan Daerah, berlaku pada tanggal 17 Agustus 
1945 sampai dengan Konstitusi RIS 1949, yang 
sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 
tentang Komite Daerah. Undang-Undang ini belum 
mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Penetapan 
Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan 
Daerah berlaku pada periode tahun 1959 sampai dengan 
tahun 1967, termasuk di dalamnya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pemerintahan Daerah berlaku pada periode 1967 sampai 
dengan tahun 1998 dan periode reformasi tahun 1999 
berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 
Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
setelah perubahan UUD 1945,5 diatur dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan mengalami perubahan kedua dengan 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Perubahan UUD 
1945 tersebut, melalui 4 (empat) tahapan, mulai 
perubahan: Pertama tanggal 12-19 Oktober 1999; Kedua, 
tanggal 18 Agustus 2000; Ketiga, tanggal 9 Nopember 
2001; dan perubahan Keempat, tanggal 10 Agustus 
2002, di antara keempat perubahan yang ada, pada 

perubahan Kedua meliputi 27 (dua puluh tujuh) pasal, 

                                                 
5 Perubahan UUD 1945 tersebut, melalui 4 (empat) tahapan, 

mulai perubahan: Pertama tanggal 12-19 Oktober 1999, Kedua 
tanggal 18 Agustus 2000, Ketiga tanggal 9 Nopember 2001, dan 
perubahan Keempat tanggal 10 Agustus 2002, di antara keempat 
perubahan yang ada, pada perubahan Kedua meliputi 27 (dua puluh 
tujuh) Pasal, dan yang tersebar dalam 7 (tujuh) Bab, di antaranya 
Bab VI tentang Pemerintahan Daerah 
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BAB II 
TEORI DAN KONSEP  

YANG SESUAI DENGAN JUDUL 

A. Kerangka Teoritik 

1. Teori Negara Hukum. 

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas 
hukum (rech-staat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 
ayat (3) perubahan ke 3 (tiga) Atas Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan 
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka konsekuensinya 
adalah segala tindakan pemerintah dan rakyat harus 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum 
yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan 
berfungsi untuk memberi dasar, menentukan arah dan 

tujuan yang hendak dicapai, serta cara bertindak bagi 
negara dan aparatnya. 

Teori tentang negara hukum pada prinsipnya 
meletakkan norma atau hukum sebagai faktor penentu 
dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep tersebut dari 
titik paling awal erat kaitannya dengan ide kedaulatan 
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hukum dan konsep nomocracy11 yang dikembangkan dari 
karya Plato berjudul Nomoi.12 Konsep negara hukum 
menghendaki pemimpin dalam kehidupan bernegara 
adalah hukum, bukan orang, sebagaimana jargon yang 
berkembang dalam tradisi hukum di Amerika Serikat ‘the 
rule of law, and not of man’.13 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara 
Hukum” (rechtstaat) yang dilawankan dengan negara 
kekuasaan (machtstaat) dirumuskan sebagai berikut:14 

1) Negara hukum (bahasa Belanda: rechstaat: Negara 
bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban 
hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan 
hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum 
menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu 
dan agar semuanya berjalan menurut hukum. 

2) Negara kekuasaan (bahasa belanda: machstaat): 
Negara yang bertujuan untuk memelihara dan 
mempertahankan kekuasaan semata-mata. 

Selanjutnya para ahli Tata Negara, mencoba 
mendefinisikan tentang Negara Hukum, antara lain 
D’Mutiar’as dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum, 
memberikan definisi tentang Negara hukum, yakni 
sebagai berikut: 15 

Merupakan Negara yang susunannya diatur dengan 
sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga 

                                                 
11 Istilah Nomocracy dibentuk dari kata nomos, yang berarti 

norma, dan cratos, yang berarti kekuasaan. Jimly Asshiddiqie, 
Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Cet. I. 
hlm. 151. 

12 H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, Tokoh-Tokoh Ahli 
Pikir Negara & Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20, 
(Bandung, Nuansa Cet. I.2010),hlm. 19-44. 

13 Jimly, Asshiddiqie, Op.Cit. hlm. 151, Lihat juga Munir 
Fuady, Desember 2011, Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat), 
(Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II), hlm. 1-2. 

14 A. Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2003, hlm. 5. 

15 D’ Mutiar’as, Ilmu Tata Negara Umum, Pustaka Islam, 
Jakarta, 1955, hlm. 20.  
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segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan hukum. 

Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri 
menurut semaunya yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah Negara yang 
diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh 
undang-undang (state the not governed by men, but 
by laws). Karena itu, di dalam Negara hukum, hak-
hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara dan 
terhadap Negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban 

rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk 
dan taat kepada kepada segala peaturan 
pemerintah dan undang-undang. 

R. Soepomo, mengartikan negara hukum sebagai 
berikut: 16 

“…bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai 
negara hukum artinya Negara akan tunduk pada 
hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula 
bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan 
Negara”. 

“Negara hukum menjamin adanya tertib hukum 
dalam masyarakat yang artinya memberi 
perlindungan hukum pada masyarakat antara 
hukum dan kekuasaan ada hubungan timbale 
balik”. 

Sementara itu Soediman Kartohadiprodjo 
mengartikan negara hukum sebagai berikut: 17 “Apabila 
kita berhadapan dengan suatu istilah, seperti halnya 
‘negara hukum’ ini dan juga istilah-istilah hukum 

lainnya, maka terlebih dahulukita harus mengetahui 
pikiran apakah yang hendak dinyatakan dengan istilah 
tersebut”. 

                                                 
16 R. Soepomo dalam A. Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum, 

Op.Cit. hlm. 7 
17 Sudiman Kartohadiprodjo dalam A. Muktie Fadjar, Tipe 

Negara Hukum, Ibid. hlm. 8.  
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Sedangkan Joeniarto dalam bukunya Negara 
Hukum, merumuskan sebagai berikut:18 

Asas Negara hukum atau asas the rule of law, 
berarti dalam penyelenggaraan Negara, tindakan-
tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, 
bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan 
penguasannya belaka dengan maksud untuk 
membatasi penguasa dan bertujuan melindungi 
kepentingan masyarakatnya, yaitu terhadap hak-
hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari 

tindakan sewenang-wenang. 

Jadi, sebagaimana halnya kalau mencari definisi 
atau perumusan tentang Negara dan hukum, dimana 
berbagai definisi dan perumusan dapat diperoleh, 
demikian juga untuk istilah Negara hukum tersebut. 
Namun, pada umumnya, para sarjana dalam mencari 
perumusan atau pengertian tentang Negara hukum 
menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) 
Negara atau mengenai organisasi intern dan struktur 
Negara. 

Kemudian, Gustav Radbruch dalam bukunya 
Outline of Legal Philosophy mengatakan “Hukum adalah 
ciptaan manusia, dan sebagai setiap ciptaan makhluk 
hanyalah mengerti dengan citanya…” Karena itu, “Negara 
hukum” adalah ciptaan manusia, sehingga ia juga hanya 
dapat dimengerti dengan citanya, tujuannya. Dan 
bukanlah Goethe telah mengatakan bahwa: “Orang yang 
melarikan diri dari cita, akhirnya juga tidak 
mendapatkan pengertian”… 

Kemudian Radbruch juga mengatakan bahwa : 

“Soal-soal tujuan negara hukum dan tujuan negara 
adalah tidak dapat dipisahkan, karena hukum, 
atau bagian penting daripadanya, adalah kehendak 
negara, dan negara atau bagian penting dari 
padanya adalah suatu lembaga daripada hukum”. 

                                                 
18 Joeniarto, Negara Hukum, YBP Gajah Mada, Jogjakarta, 1968, 

hlm. 53. 
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BAB III 
KONFIGURASI POLITIK  

PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA  

DAERAH DI INDONESIA 

A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat 
diungkapkan menurut periode pemerintahan yaitu sejak 
kemerdekaan hingga saat ini adalah sebagai berikut : 

a. Periode Awal Kemerdekaan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 
tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, maka pola 
mekanisme pemilihan yaitu dipilih oleh Dewan. Ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
tentang Pemerintahan Daerah, maka pola mekanisme 
pemilihan yaitu: Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah 

Pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD, DPRD 
berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala 
daerah kepada pemerintah Pusat. 

b. Periode berlakunya KRIS dan UUDS 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pola 
mekanisme pemilihan yaitu : 

1. Kepala Daerah dipilih DPRD 
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2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. 

3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari 
calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang 
bersangkutan. 

c. Periode Orde Lama 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka 

pola mekanisme pemilihan yaitu:  

1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. 
2. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden. 

3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari 
calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang 
bersangkutan. 

d. Periode Orde Baru 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka 
pola mekanisme pemilihan kepala daerah yaitu : 

1. Kepala Daerah dipilih DPRD 
2. Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden. 
3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari 
calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang 
bersangkutan. 

e. Periode Era Reformasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pola 
mekanisme pemilihan yaitu Kepala daerah dipilih dan 
bertanggung jawab kepada DPRD. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka pola mekanisme pemilihan yaitu Kepala 
Daerah dipilih oleh masyarakat dan mempertanggung-
jawabkan pemerintahannya kepada DPRD. Dengan 
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memperhatikan pola-pola tersebut di atas nampak 
bahwa pemilihan kepala daerah mengalami perubahan-
perubahan. 

1. Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah 
Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945  

a. Konfigurasi Politik Pemilihan Kepala Daerah Era 
Demokrasi Liberal  

Politik hukum pemilihan kepala daerah di era 
demokrasi liberal tidak terlepas dari adanya pengaruh 

konfigurasi politik yang demokratis. Menurut Moh 
Mahfud MD konfigurasi politik demokratis pada era ini 
ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat untuk 
turut serta dalam membuat kebijakan publik melalui 
partai politik.124 Adanya tuntutan akan perluasan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 
publik kemudian menyebabkan pemerintah mengeluar-
kan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang menggeser 
posisi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang 
sebelumnya hanya sebatas pembantu presiden menjadi 
lembaga legislatif yang bertujuan untuk menampung 
aspirasi masyarakat. Lembaga inilah kemudian diberi 
fungsi legislasi untuk merumuskan berbagai produk 
undang-undang tanpa mengesampingkan kehendak dari 
UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam 
catatan sejarah selama era demokrasi liberal terbentuk 
beberapa produk undang-undang yang mengatur 
mengenai mekanisme pengisian jabatan eksekutif daerah 
yang berhasil disahkan lembaga ini selama masa priode 
antara tahun 1945-1949. Produk hukum tersebut antara 
lain:  

                                                 
124 Dalam diktum Maklumat Nomor 3 Tahun 1945 

menyebutkan bahwa “pemerintah menyukai adanya partai 

politik untuk mewadahi semua aliran yang ada di dalam 

masyarakat. Selain itu pemerintah juga berharap agar partai 

segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan Badan 
Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Lihat dalam 

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke 

enam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 50-51  
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang 
Komite Nasional Daerah  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang 
Komite Nasional Indonesia Daerah disahkan pada 
tanggal 23 November 1945 tepat empat bulan dan enam 
hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
sekaligus menjadi undang-undang pertama yang menga-
tur mengenai mekanisme pengisian jabatan eksekutif di 
daerah. Undang-undang ini lahir ketika Indonesia 
sedang dalam keadaan semangat untuk menggelorakan 
kemerdekaan dan kebebasan. Tema sentral yang bergulir 
pada saat itu yakni mempertahankan kemerdekaan dan 
kebebasan dengan semangat perjuangan hidup atau 
mati.125  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini disetujui 
oleh pemerintah pada tanggal 23 November 1945 setelah 
dikeluarkannya pengumuman nomor 2 pada tanggal 30 
Oktober 1945 yang menyatakan bahwa BP-KNIP telah 
membuat rancangan undang-undang tentang komite 
nasional daerah yang selanjutnya disahkan menjadi 
Undang-Undang oleh pemerintah. Undang-undang ini 
hanya berisi 6 pasal yang tidak disertai dengan 
penjelasan pemerintah. Akan tetapi kemudian kementri-
an dalam negeri memberinya penjelasan126 yang secara 
garis besarnya dimuat dalam beberapa alenia.  

Secara garis besarnya tujuan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah untuk 
menarik kekuasaan eksekutif dari tangan Komite 
Nasional Indonesia Daerah (KNID). Penarikan tersebut 
disebabkan oleh adanya dualisme pemerintahan 

                                                 
125 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah, 

Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 40  

126 Lazimnya suatu penjelasan yang autentik dibuat 

oleh lembaga yang membuat peraturan itu sendiri, akan tetapi 

saat itu administrasi perundang-undangan belum memiliki 

pedoman yang pasti sehingga menteri dalam negeri 

mengeluarkan penjelasan atas sebuah undang-undang, dan 
hal tersebut tidak pernah dipersoalkan karena secara materiil 

memang dibutuhkan.  
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